PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIDANAI
MELALUI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penycdiman infrastruktur dan
bangunan gedung yvang memadai melalui pembiayaan
tahun jamak, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembiayaan
Pembangunan Tahun Jamak dan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Program/Kegiatan  Pembangunan [nfrastruktur  dan
Bangunan Gedung yang Didanai Melalui Pembiayaan
Pembangunan Tahun Jamak;

b, bahwa kc[cn{uan Pasal 2 huruf [ angka 7 Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2010, yang mengatur mengenai
pembangunan mfrastruktux penunjang, meliputi Gedung
Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda, Gerbang Kawasan dan
Pagar Keliling, pembangunannya tidak dapat dlrcaimaszkan
mengingat belum chtclaplmmwa lahan pengganti Pacuan
Kuda Arcamanik, sehingea berdampak pada proses
pengosongan  sehagian  lahan  proyek  SPOrT jabar
Arcamanilk; 1

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana (hmak%ud
pada hurufl b, perlu dilakukan perubahan atas Pe raturan
Dacrah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Program/Kegiatan  Pembangunan Infrastruktur  dan
Bangunan Gedung vang Didanai Melalui Pembiayaan
Pembangunan Tahun Jamak, vang ditetapkan dengan
Peraturan Dacrah Provinst Jawa Barat; '

Mengingal . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
) Incdonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat {Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950} Jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indenesia Talhun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010}
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Uncang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 (entang  Jasa
Konstrukst (Lembararn Negora Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42806);

Undang-Undang  Nomor | Tabhun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2004 Nomor 5, Tombahan  Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 4355), -
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air {Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4377); §
Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 fentang Sistem
Perencanann  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik tndonesia Tahan 2004 Nemor 104, Tanthahan
Lembaran Negoara Republik Indonesia Nomor 442 1) P
20040 tghtang
Demerintabian Daceaby (Lembaran Negorn Republik
Inclonesia Tahion 20000 Nogor 1250 Tambahan Lembaran
Neonen Republik Indonesia Nomor B187) sehagaimana telah

Lindang-Undang Bonmor ) Tohvon

divthah hebernpa kalis teralthie denonn Undang-Undang
MNoror 12 Tohon 2008 fentonge Perubabon Redua atas
Undone-Undang  Nomor 232 Toabun o 2004 tentang
Pomeriniahan Daernh (Lonbaran Negnra Republik
Tdlonesin Tobhun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Neeara Repubhil Indonesin Nomor didd);

Undome thekane Nomor 2 Tabun 201 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Necorn Republilke Indopesin Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
52000

CPernfuran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penvelenggaraan  Juasa Ronstrukst  {Lembaran Negara

Repulblik Indonesia Tahun 2000 Nomor o4, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3950);

CPeraturan Pemerintaly Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
ddonesia Talhuan 2005 Nomor 1490, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

CPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

(Lembaran Negara Repubbik Tndonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negioa Republik Indonesia Nomor
A6hb);

CPeraturan Pemerinialy Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian  Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacraby Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupalen/Kota  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 737},
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15, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pcluksanaan Kerja Sama Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
[nlrastrukiur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Inlrastrulktar;

17. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Baral Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan P(‘l'ncrinl‘-xh‘-m Provinst Jowa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor @ Seri D, Tambahan
Lembaran RDacraly Nomor 46);

18, Peraturan Dacrah Provinst Jaws Beoal Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelelaan Keuangan Dacrah
(Lembaran  Daerah  Tahun 2008 Nomor 131 Seri E
Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 47);

»

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pembiavaan Pembangunan Tahun Jamak
(Lembaran Daeraly Talwuan 2010 Nomor 3 Seri £, Tambahan
Lembaran Daeraly Nomor 705:

20, Peraturan Daerah Provinsi Jowas Barat Nomor T4 Tahun
2010 tenfang Prooram/ hegiatan Pembangunan
Infrastrukiur dan Bangunan Gedung vang Didanai Melalu
Pembiavaan  Pembangunan  Tahun  Jamak  (Lembaran
Daeral Provinsi Jawa Baratl Tahun 2012 Nomor 14 Sern E,
Tambahan Lembaran Dacrah Provinst Jawa Barat Nomor
SO

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah {Lemibaran
Daerah Provinst Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 $eri B
Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Barat Nomor
P17
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PIORATTTHRAN DALRAT THENTANG PERUDBAHAN ATAS
PERATURAN DALERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14

TAMUN 2010 ’i‘i'*“N'I'f\N("u PROGRAM /KEGIATAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKNTUR DAN BANGUNAN GEDUNG
YANG  DIDANAL MELALUI PILIV].HIAY/\/-\N PEMBANGUNAN

TAHUN JAMAK




Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Program/Kegiatan
Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung yang Didanai
Melalui Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 14 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 80),
sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 huruf f angka 7, diubah sebagai berikut :

7. Pembangunan infrastruktur penunjang berupa space frame
untuk stadion sepakbola.

B. Ketentuan Pasal 3 ayat (4), diubah sebagai berikut :
(4) Pendanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur

dan bangunan gedung, dilaksanakan sampai dengan tanggal
31 Desember 2013.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Desember 2013

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Uesember 2013
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KREFARIS DAERAH PROVINSI
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAT PROVINSEIAWA BARAT
NOMOR ¢ TAHUN 2013
TENTANG

PIERUBAHAN ATALS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 149 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIDANAI
MIELALUI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

UMUM

Dalam ranghka Penvediaan infrastrulktur dan bangunan gedung yang
memacdial melalul perabiavaan tahun Jamak,  lelah ditetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Baral Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembiavaan
Pembangunan Tahun Jamak dan Peraturan Dacrah Provinst Jawa Barat
Nomor 14  Talhun 2010  tentang  Program/Kegialan  Pembangunan
Infrastruktiur dan Bangunan Gedung yvang Didanai Melalui Pembiayaan
Pembangunan Tahun Jamalk.

Ketentuan Pasal 2 huruf [ oangka 7 Peraturan Dacrah Nomor 14
Tahun 2010, mengatur mengenal pembangunan infrastruktur penunjang;
meliputi Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda, Gerbang Kawasan
dan Pagar Keliling, vang pembangunannya  tidak dapal direalisasikan
mengingat belum ditetapkannya fahan pengeanti Pacuan Kuda Arcamanils,
schingga berdampak pada proses pengosongan sebagion lahan proyek
SPOCT Jabar Arcamanik.

Sclain itu, dengan ditetapkannyva Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 wntang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daeral, maka jangka walkiu pelaksanaan pembangunan SPOYT
Jabar Arcamanik vang diatur dalam perjanjian kerjasama dengan pihak
Kontraktor, harus  disesuaikan  dengan ketentuan  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 271 Tahun 2011 dimalesud. elal ini diladoulkan unguk
menyelesatkan pekerjaan sceara tepat wakiu,

Atas dasar hal tersebut, perhu dilakukan perubahan atas ]-]{‘.i':--liLEI,"c'ln
Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor 14 Tahun 2030 tenting
Program/ Negiatan Pembangunan inlrastrakor dan Bangunan Gedlng
vang Didanad Melalin Pembinvaan Pembangumon Tabun Jamak, vang
ditetnpkan dengon Peraturan Docrah Provins Jowa Bornt i
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Hurul B

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas,

TAMBAMHAN LIEMBARAN DAERAT PROVINSL JAWA BARAT NOMOR 140




